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WALI KOTA BANJAR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAHPENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR

TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwakemiskinanmerupakanpermasalahan
yangmendesakdanmemerlukanlangkah-
langkahpenanganandanpendekatan yang sistematik,
terpadudanmenyeluruh,dalamrangkamemenuhihak-
hakdasarmasyarakatsecaralayakmelaluipembangunan yang
berkeadilandanberkelanjutanuntukmewujudkankehidupan yang
lebihbaik;

b. bahwabahwadalamupayapercepatanpenanggulangankemiskinan
perludilakukanlangkah-
langkahkoordinasidanpengendaliansecaraterpadulintassektorald
alamperumusandanpenyelenggaraankebijakanpenanggulangank
emiskinan;

c. bahwadalamrangkamenanggulangimasalahkemiskinan diKota
Banjar, perludisusunlangkah-langkahkebijakan yang strategis,
efisien,
danefektifsertaterprogramsecaraterpadudanberkelanjutan;

d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahur
uf a,huruf bdanhuruf c, perlumenetapkanPeraturanWali Kota
tentangRencanaAksi Daerah PenanggulanganKemiskinan di
Kota BanjarTahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999
tentangHakAsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999Nomor 165, TambahanLembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4244);
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3. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003
tentangSistemPendidikanNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004
tentangSistemJaminanSosialNasional (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 150,
TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Nomor 12 Tahun 2009,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4967 Tahun
2009);

8. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011
Nomor 83, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 5248);

9. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011
tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,
terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun
2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor5679);

11. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2012
tentangPenyelenggaraanKesejahteraanSosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. PeraturanPresidenNomor 15 Tahun 2010
tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinansebagaimanatela
hdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 96 Tahun
2015tentangPerubahanAtasPeraturanPresidenNomor 15Tahun
2010 tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 9 Tahun 2009
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tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kota
BanjarTahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota BanjarTahun
2009 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembar Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun
2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI
DAERAHPENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR
TAHUN 2019-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Wali Kota adalahWali Kota Banjar.

3. WakilWali Kota adalahWakilWali Kota Banjar.

4. Pemerintah Daerah adalahWali Kota
sebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang
menjadikewenangandaerahotonom.

5. Pemerintahan Daerah
adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanolehPemerintah
Daerah danDewanPerwakilan Rakyat Daerah
menurutasasotonomidantugaspembantuandenganprinsipotono
miseluas-luasnyadalamsistemdanprinsip Negara
KesatuanRepublik
IndonesiasebagaimanadimaksuddalamUndang-
UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah
yangselanjutnyadisebutBappedaatausebutanlainnyaadalahuns
urperencanapenyelenggaraanpemerintahanyang
melaksanakantugasdanmengoordinasikan,mensinergikandanm
engharmonisasikanpenyusunan,pengendalian,
danevaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerah.

8. Kemiskinanadalahsuatuketidakmampuanseseorang,
ataukeluarga, ataumasyarakatdalammemenuhikebutuhanhak-
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hakdasarnyauntukmempertahankandanmengembangkankehid
upan yang bermartabat.

9. PenanggulanganKemiskinanadalahkebijakandan program
pemerintahdanpemerintahdaerah yang
dilakukansecarasistematis,
terencanadanbersinergidenganduniausahadanmasyarakatuntu
kmengurangijumlahpendudukmiskindalamrangkameningkatka
nderajatkesejahteraanrakyat.

10. Program PenanggulanganKemiskinanadalahkegiatan yang
dilakukanolehPemerintah,Pemerintah Daerah,
duniausahasertamasyarakatmelaluibantuandanjaminansosial,
pemberdayaanmasyarakatsertapemberdayaanusahaekonomimi
krokecil.

11. Tim KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Kota Banjar, yang
selanjutnyadisebut TKPK Kota Banjar,
adalahwadahkoordinasilintassektordanlintaspemangkukepenti
nganuntukpenanggulangankemiskinan di Kota Banjar.

12. Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun 2005-
2025 yang selanjutnyadisebut RPJPD
adalahdokumenperencanaanpembangunandaerahuntukperiod
e 20 TahunterhitungsejakTahun 2005 sampaidenganTahun
2025.

13. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, yang
selanjutnyadisingkat RPJMD
adalahdokumenperencanaanuntukperiode 5 (lima) tahun.

14. RencanaAksi Daerah PenanggulanganKemiskinan di Kota
Banjar yang selanjutnyadisingkat RAD PKD
adalahRencanaAksi Daerah PenanggulanganKemiskinan
DaerahKota BanjarTahun 2019-2023.

15. RencanaKerjaPerangkat Daerah yang
selanjutnyadisebutRenjaPerangkat Daerah
adalahdokumenperencanaanPerangkat Daerah untukperiode 1
(satu)tahun.

16. RencanaStrategisPerangkat Daerah yang
selanjutnyadisebutRenstraPerangkat Daerah
adalahdokumenperencanaanPerangkat Daerah untukperiode 5
(lima)tahun.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yangselanjutnyadisebutRencanaKerjaPemerintah Daerah,yang
selanjutnyadisingkat RKPD adalahdokumenperencanaan
Daerah untukperiode 1 (satu) tahun.

BAB II

RAD PKD

Pasal 2

RAD PKD

merupakandokumenperencanaanterpadudalamupayapercepatan

pencapaian target Program
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PenanggulanganKemiskinandalammendukungpelaksanaanpemba

ngunandaerahpadaTahun2019sampaidenganTahun2023

dalambentuk, arahkebijakan, strategidan program sertakegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD PKD sebagaimanadimaksuddalamPasal 2

tercantumdalamlampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkand

ariPeraturanWaliKota ini, terdiridari :

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : ProfilKemiskinan Daerah;

c. BAB III : KebijakanPenanggulanganKemiskinan;

d. BAB IV : RencanaAksi Daerah;dan

e. BAB V : Penutup;

Pasal 4

(1) RAD PKD sebagaimanadimaksuddalamPasal 2

menjadiacuandaninformasibagiparapemangkukepentingandal

amupayapercepatanpencapaian target

PenanggulanganKemiskinan.

(2) RAD PKD sebagaimanadimaksuddalamPasal

2menjadipedomandalampenyusunanRPJMD Kota BanjarTahun

2019-2023 danRenstraPerangkat DaerahTahun 2019-2023,

danditindaklanjutisetiaptahunnyadalamRKPD Kota

BanjardanRenjaPerangkat Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) BappedamelakukanpemantauandanevaIuasipelaksanaan RAD

PKD.

(2) Tata carapemantauandanevaluasipelaksanaan RAD PKD

sebagaimanadimaksudpadaayat (1)

dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segalabiaya yang diperlukandalamrangkapelaksanaanRAD
PKDKotaBanjar, dibebankan pada AnggaranPendapatan dan
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BelanjaDaerahKotaBanjar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kotainimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturan Wali
KotainidalamBeritaDaerahKotaBanjar.

Ditetapkan di Banjar
padatanggal26 Desember 2018

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 68


